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MK Putus Permohonan Uji Materi UU Pilkada  
Jakarta, 23 Oktober 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU 

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada), pada Rabu (23/10), pukul 

10.00 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor 

perkara 50/PUU-XVII/2019 ini diajukan oleh Madsanih, Pemohon merupakan Ketua Daerah Pimpinan 

Wilayah DKI Jakarta Partai Bulan Bintang (PBB). Norma yang diajukan untuk diuji adalah  Pasal 40 

ayat (1) UU Pilkada. 

 

Pemohon menilai telah dirugikan dengan berlakunya UU a quo ketentuan Pasal UU a quo telah 

membatasi kesempatan Pemohon untuk turut serta dalam penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020 

dengan mencalonkan dirinya sebagai salah satu Calon Kepala Daerah yang diusung oleh partai 

politiknya.  Selain itu ketentuan yang mengatur mengenai syarat pencalonan kepala daerah sulit 

diwujudkan oleh Partai Politik yang tidak memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua 

puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) 

dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah di daerah yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam ketentuan norma dimaksud.  

 

Bahwa dalam prakteknya, saat akan menentukan nama calon kepala daerah dan wakil kepala 

daerah, sudah dapat dipastikan nama yang akan diusung menjadi calon kepala daerah dan wakilnya 

adalah nama yang diusung dari Partai Politik yang memiliki perolehan jumlah kursi di DPRD atau 

yang memiliki akumulasi perolehan suara terbanyak dari antara partai-partai lainnya yang tergabung 

dalam koalisi, sementara terhadap partai politik yang perolehan kursi atau akumulasi suaranya kecil, 

maka tidak akan mungkin dapat mencalonkan kader terbaik dari Partainya. Berdasarkan alasan-

alasan tersebut, Pemohon meminta MK menyatakan bahwa pasal yang diujikan tidak mempunyai 

kekuatan hukum dan bertentangan dengan UUD 1945.  

 

Menanggapi permohonan Pemohon Aswanto meminta Pemohon untuk menguraikan dasar pemikiran 

dari persyaratan ditentukannya 20% perolehan kursi dan 25% perolehan suara dari ketentuan UU 

Pilkada tersebut. Menurut Aswanto, sebenarnya hal tersebut disadari oleh pembuat UU untuk 

perolehan suara atau kursi bagi anggota dewan itu tidak mudah. Sehingga apabila tidak tercapai 

kuota yang dipersyaratkan maka dibuka kesempatan untuk berkoalisi.  

 

Dalam sidang kedua (1/10), Viktor Santoso Tandiasa selaku kuasa hukum Pemohon menyampaikan 

pihaknya mencabut permohonan perkara a quo. Berdasarkan beberapa pertimbangan, awalnya 

Pemohon dari perkara a quo akan mengikutsertakan beberapa calon kepala daerah dari wilayah 

Papua. “Namun karena situasi yang tidak memungkinkan dan adanya Pemohon lain yang juga 

mengajukan pengujian norma yang sama, maka kami berpendapat kedudukan hukum Pemohon 

kurang kuat sehingga Pemohon pada perkara a quo sepakat mengundurkan permohonan dan kami 

sepakat menyerahkan suratnya,” ujar Viktor. (ASF/SRI) 
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